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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002

Menimbang :

Mengingat

TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan
perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar
internasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasa 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...
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UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191)
diubah sebagai berikut:
1 Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 6 diubah, dan menambah 2 (dua)
angka baru, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adadah perbuatan menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan
lannya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut didugs
merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,
atau menyamarkan asa usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah
menjadi Harta Kekayaan yang sah.

2. Setiap orang adal ah orang perseorangan atau korporasi.

3. Korporas adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan
hukum.

4. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

5. Penyedia Jasa Keuangan adalah setigp orang yang menyediakan jasa di
bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan
termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan,
perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana
pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.

6. Transaks ...
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Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau
kewgjiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau
pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa K euangan.
Transaksi Keuangan Mencurigakan adal ah:

a. transaks keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan polatransaks dari nasabah yang bersangkutan;

b. transaks keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan Harta K ekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana.

Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tuna adalah transaksi

penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang

tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia

Jasa K euangan.

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat,

dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik
apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:

a. tulisan, suara, atau gambar;

b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

c. huruf, tanda, angka, ssimbol, atau perforasi yang memiliki makna
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya

disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam

rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.”

2. Ketentuan ...
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 2

(1) Hasl tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari
tindak pidana:

korupsi;

penyuapan,

penyel undupan barang;

penyelundupan tenaga kerja;

penyelundupan imigran;

-~ P Q2 0 T o

di bidang perbankan;
di bidang pasar modal;

J o«

di bidang asuransi;

narkotika;

psikotropika;

[S—

k. perdagangan manusia;

perdagangan senjata gelap;
penculikan;

terorisme;

pencurian;

penggel apan;

peni puan;
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pemal suan uang;

S.  pejudian;

—+

prostitusi;

u.  di bidang perpgakan;

di bidang kehutanan;

di bidang lingkungan hidup;

x s <

di bidang kelautan; atau

y. tindak ...
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tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara
Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik
Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak

pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak

langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

a

menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa
Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia
Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas
nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana, bailk perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas
nama pihak lain;

menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya
sendiri maupun atas nama pihak lain;

membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan ...



